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ABSTRAK 

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu menghadapi tantangan yang signifikan dari 
perspektif fiqh dan hukum positif. Dari sisi fiqh, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum 
faraidh dan dominasi adat lokal sering menyebabkan konflik dalam pembagian warisan. Sementara 
itu, dari perspektif hukum positif, proses formal melalui Pengadilan Agama dihadapkan pada kendala 
berupa kompleksitas prosedur, biaya, waktu, dan kurangnya dokumen resmi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Case Study). Hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa: 1). Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh di Gampong Lam Bheu 
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa penyelesaian sengketa waris secara 
fiqh di Gampong Lam Bheu dilakukan melalui musyawarah berbasis hukum Islam (faraidh) dengan 
bimbingan tokoh agama. Praktiknya sering mengutamakan harmoni keluarga meski terkadang tidak 
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh. 2). Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum 
Positif di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa dalam 
perspektif hukum positif, penyelesaian sengketa merujuk pada Kompilasi Hukum Islam melalui 
Pengadilan Agama jika musyawarah gagal. Proses ini legal tetapi dianggap rumit, memakan waktu, 
dan biaya, sehingga sering dijadikan pilihan terakhir. 3). Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Waris 
Perspektif Fiqh dan hukum positif di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh 
Besar adalah bahwa kendala utama meliputi rendahnya pemahaman terhadap hukum faraidh, 
inkonsistensi peran tokoh agama, proses pengadilan yang kompleks, serta kurangnya dokumen 
resmi, yang sering memperpanjang penyelesaian konflik. 
Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Sengketa, Waris, Fiqh, Hukum Positif 
 

ABSTRACT 
The settlement of inheritance disputes in Gampong Lam Bheu faces significant challenges from a 
positive fiqh and legal perspective. In terms of fiqh, the low public understanding of the law of 
faraidh and the dominance of local customs often lead to conflicts in the distribution of inheritance. 
Meanwhile, from a positive legal perspective, formal processes through the Religious Court are faced 
with obstacles in the form of procedural complexity, cost, time, and lack of official documents. This 
research uses a qualitative approach with a case study design. The results of the study show that: 1). 
Settlement of Inheritance Disputes from a Fiqh Perspective in Gampong Lam Bheu, Darul Imarah 
District, Aceh Besar Regency is that the settlement of inheritance disputes in fiqh in Gampong Lam 
Bheu is carried out through Islamic law-based deliberation (faraidh) with the guidance of religious 
leaders. The practice often prioritizes family harmony although sometimes it is not fully in 
accordance with the provisions of the faraidh. 2). Settlement of Inheritance Disputes From a Positive 
Legal Perspective in Gampong Lam Bheu, Darul Imarah District, Aceh Besar Regency is that in a 
positive legal perspective, dispute resolution refers to the Compilation of Islamic Law through the 
Religious Court if the deliberation fails. This process is legal but is considered complicated, time-
consuming, and costly, so it is often used as a last resort. 3). Obstacles in the Settlement of Disputes 
of Inheritance from a Fiqh Perspective and positive law in Gampong Lam Bheu, Darul Imarah District, 
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Aceh Besar Regency are that the main obstacles include low understanding of fariath's law, 
inconsistency in the role of religious leaders, complex court processes, and lack of official documents, 
which often prolong conflict resolution. 
Keywords: Islamic Family Law, Disputes, Inheritance, Fiqh, Positive Law 

 
PENDAHULUAN 

Hukum Keluarga Islam dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia merupakan topik 

yang kompleks dan melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum 

adat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketiga sistem hukum ini 

berfungsi dan saling mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa waris. Hukum waris Islam, 

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan panduan yang jelas mengenai 

pembagian harta waris, sedangkan hukum positif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), memberikan kerangka hukum yang lebih luas yang mencakup semua 

warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim (Lusiana, 2022; Irawaty & Diyantari, 2017). 

Dalam hukum waris Islam, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pembagian 

warisan. Zainuddin et al. menekankan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya 

berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan tanggung jawab dan beban yang 

harus ditanggung oleh para ahli waris (Zainuddin et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum waris Islam berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

para ahli waris, sehingga konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Namun, dalam 

praktiknya, sering kali terjadi sengketa waris yang berkaitan dengan ketidakpuasan salah 

satu pihak terhadap pembagian yang dianggap tidak adil (Amiruddin, 2022). 

Sengketa waris di Indonesia sering kali dipicu oleh perbedaan interpretasi antara 

hukum Islam dan hukum adat. Misalnya, di beberapa komunitas, seperti di Cimanuk, 

terdapat praktik pembagian waris yang melibatkan pemimpin masyarakat yang berperan 

dalam menentukan pembagian harta (Somawinata & Taqiyuddin, 2020; Elfia et al., 2023). 

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari tradisi lokal dalam penyelesaian sengketa 

waris, yang kadang-kadang bertentangan dengan ketentuan KHI. Dalam konteks ini, penting 

untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi dan saling 

melengkapi dalam penyelesaian sengketa waris. 

Dalam kajian yang dilakukan oleh Kusmayanti, ditemukan bahwa penerapan hukum 

adat dalam pembagian waris di Desa Banceuy menunjukkan bahwa masyarakat sering kali 

membagi harta waris sebelum pemilik harta meninggal, yang bertentangan dengan 
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ketentuan KHI (Kusmayanti, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam 

penegakan hukum yang berlaku, di mana praktik adat sering kali lebih diutamakan daripada 

hukum positif. Selain itu, Fakhyadi mencatat bahwa patriarkisme dalam hukum waris Islam 

sering kali menjadi sumber ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang sering kali 

mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki (Fakhyadi, 2021). 

Aspek gender dalam hukum waris juga menjadi perhatian penting. Retnowulandari 

menyoroti bahwa perspektif gender dalam hukum waris adat dan Islam sering kali 

mengabaikan hak-hak perempuan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam 

pembagian waris (Retnowulandari, 2022). Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks 

masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal, di mana perempuan sering 

kali dianggap tidak berhak atas harta warisan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk 

mereformasi hukum waris agar lebih responsif terhadap isu-isu gender dan keadilan sosial. 

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial 

dan ekonomi. Tedla dan Mekonen menunjukkan bahwa konflik yang berkaitan dengan 

warisan sering kali berkisar pada hubungan keluarga yang dekat, seperti antara saudara dan 

orang tua-anak, dan dapat diperburuk oleh dinamika sosial-ekonomi yang ada (Tedla & 

Mekonen, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor-

faktor eksternal, seperti ketidakadilan ekonomi dan ketegangan sosial, dapat 

mempengaruhi penyelesaian sengketa waris. 

Dalam menghadapi sengketa waris, pendekatan mediasi dan rekonsiliasi sering kali 

menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan litigasi. Heriyah dan Santiago 

menekankan pentingnya rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa hukum, karena dapat 

membantu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa (Heriyah & Santiago, 

2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong perdamaian 

dan persatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat 

dalam sengketa waris untuk mempertimbangkan opsi mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian yang lebih harmonis. 

Dalam konteks hukum positif, Amiruddin mencatat bahwa pengadilan agama dan 

organisasi Islam memainkan peran penting dalam menangani sengketa waris (Amiruddin, 

2022). Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum yang tertulis dan praktik di 

lapangan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waris. Oleh karena itu, 
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perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam 

dan hukum positif, serta memperkuat institusi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa 

waris. 

Pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum waris juga ditekankan oleh Adnan dan 

Uyuni, yang mencatat bahwa pemahaman yang baik tentang hukum waris dapat membantu 

mencegah sengketa dan konflik di masa depan (Adnan & Uyuni, 2021). Oleh karena itu, 

program-program pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris perlu ditingkatkan, 

terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang tradisi adat yang kuat. Dengan 

demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks 

hukum waris, serta mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul. 

Jadi, hukum keluarga Islam dan penyelesaian sengketa waris di Indonesia merupakan 

isu yang kompleks dan multidimensional. Interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan 

hukum adat menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum dan penyelesaian 

sengketa. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih 

adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum yang 

mempertimbangkan aspek gender, keadilan sosial, dan dinamika sosial-ekonomi akan 

sangat penting dalam menciptakan keadilan dalam pembagian waris di Indonesia. 

Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di Gampong Lam 

Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, menghadapi sejumlah problematika 

yang mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks fiqh, 

problematika utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh, 

yang mengakibatkan interpretasi hukum waris yang tidak seragam dan potensi konflik 

dalam pembagian harta warisan. Selain itu, faktor adat dan tradisi lokal sering kali 

mendominasi keputusan keluarga, meskipun tidak selalu selaras dengan ketentuan syariat. 

Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif, masyarakat dihadapkan pada kendala 

aksesibilitas terhadap sistem hukum formal. Proses penyelesaian sengketa melalui 

Pengadilan Agama sering kali dianggap rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. Kekurangan dokumen resmi, seperti akta tanah dan surat 

keterangan ahli waris, juga menjadi hambatan signifikan yang memperlambat proses 

hukum. 
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Selain itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem hukum formal 

menciptakan preferensi untuk menyelesaikan konflik secara informal melalui tokoh agama 

atau musyawarah keluarga. Namun, metode informal ini tidak selalu menjamin keadilan, 

terutama jika terdapat pihak yang memanfaatkan posisi kekuasaan dalam keluarga atau 

masyarakat. Problematika ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih integratif dan 

edukasi hukum bagi masyarakat setempat agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan 

lebih efektif dan adil. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Case 

Study), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika hukum keluarga Islam 

dan penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, 

Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada studi kasus. 

Desain ini dipilih untuk mengkaji fenomena spesifik terkait penyelesaian sengketa waris, 

baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif, dalam konteks sosial dan budaya 

masyarakat Gampong Lam Bheu. 

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari 1). Sumber Data Primer: Data utama 

diperoleh langsung dari wawancara dengan unsur pemerintahan gampong (seperti keuchik, 

tuha peut, dan tokoh adat) serta masyarakat yang terlibat dalam kasus sengketa waris dan 

2). Sumber Data Sekunder: Data pendukung berupa dokumentasi terkait, seperti dokumen 

hukum waris, catatan persidangan, peraturan lokal, dan arsip lain yang relevan dengan studi 

kasus. 

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari 1). Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan 

tokoh-tokoh kunci, seperti tokoh agama, pejabat gampong, dan ahli waris, untuk menggali 

pandangan mereka mengenai penyelesaian sengketa waris. 2). Observasi: Peneliti 

mengamati langsung situasi sosial dan budaya di Gampong Lam Bheu untuk memahami 

konteks konflik dan proses penyelesaiannya dan 3). Dokumentasi: Pengumpulan dokumen-

dokumen resmi dan tidak resmi yang relevan, seperti putusan pengadilan, aturan adat, atau 

catatan musyawarah keluarga. 

Teknik Analisis Data diperoleh dengan cara menganalisis dalam menggunakan 

pendekatan interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahap utama: 1). Reduksi 
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Data: Menyaring data yang relevan dan menyusun kategori sesuai dengan fokus penelitian. 

2). Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah 

analisis lebih lanjut dan 3). Penarikan Kesimpulan: Membuat interpretasi terhadap data 

berdasarkan temuan dan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Peneliti juga menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keabsahan data: 1). 

Triangulasi: Membandingkan informasi dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, 

dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi temuan. 2). Perpanjangan Waktu 

Pengamatan: Peneliti menghabiskan waktu lebih lama di lokasi penelitian untuk mendalami 

fenomena dan memastikan data yang diperoleh akurat dan 3). Diskusi dengan Rekan 

Peneliti: Melibatkan diskusi dengan pihak lain untuk menghindari bias dan meningkatkan 

validitas hasil analisis.  

Jadi, secara keseluruhan bahwa metode ini dirancang untuk memberikan gambaran 

komprehensif mengenai dinamika penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu dari 

perspektif fiqh dan hukum positif, serta relevansinya dengan konteks sosial masyarakat 

setempat yaitu di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar 

Provinsi Aceh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul 

Imarah Kabupaten Aceh Besar 

Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu 

berdasarkan perspektif fiqh dilakukan dengan pendekatan hukum Islam yang merujuk pada 

Al-Qur'an dan Hadis. Masyarakat setempat cenderung memprioritaskan musyawarah untuk 

mufakat sebagai metode utama dalam menyelesaikan konflik waris. Proses ini sering 

melibatkan tokoh agama, seperti imam gampong atau ulama setempat, yang bertindak 

sebagai mediator untuk memberikan nasihat dan penafsiran terhadap hukum waris Islam. 

Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan faraidh, di mana ahli waris 

mendapatkan bagian sesuai nisbah yang telah ditentukan syariat. Namun, dalam praktiknya, 

terkadang muncul kesepakatan untuk membagi warisan secara adat yang lebih menonjolkan 

harmoni keluarga, meskipun tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan hukum faraidh. 

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, 
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Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek 

hukum, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, pendekatan fiqh Islam menjadi sangat 

relevan, mengingat warisan dalam masyarakat Muslim diatur oleh prinsip-prinsip syariah 

yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Sengketa waris sering kali muncul akibat 

ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban para ahli waris, serta perbedaan interpretasi 

terhadap hukum waris Islam yang dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga. 

Salah satu metode penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan adalah melalui 

mediasi, yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS). Mediasi 

memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus 

melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Dalam konteks ini, mediasi dapat dilakukan 

oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang 

hukum Islam dan adat istiadat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Syafrida, APS 

berfungsi untuk mencegah permusuhan dan menciptakan situasi win-win bagi semua pihak 

yang terlibat dalam sengketa (Syafrida, 2020). 

Di Gampong Lam Bheu, peran mediator sangat penting, terutama dalam konteks 

penyelesaian sengketa waris. Tokoh masyarakat, seperti kyai atau pemuka agama, sering 

kali diharapkan untuk berperan sebagai mediator. Mereka dianggap memiliki otoritas dan 

pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam dan nilai-nilai lokal, sehingga dapat 

membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih harmonis. Penelitian oleh Nury 

menunjukkan bahwa kyai di Madura, misalnya, memiliki peran signifikan dalam mediasi 

sengketa waris, dan pendekatan ini dapat diadaptasi di Aceh (Nury, 2023). 

Pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa waris juga didukung oleh penelitian 

yang menunjukkan bahwa mediasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan 

untuk menyelesaikan sengketa. Hadiati dan Tampi menekankan bahwa mediasi merupakan 

alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa konsumen, dan 

prinsip-prinsip yang sama dapat diterapkan dalam konteks waris (Hadiati & Tampi, 2017). 

Dengan demikian, mediasi tidak hanya memberikan solusi yang lebih cepat dan murah, 

tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. 

Namun, meskipun mediasi dapat menjadi solusi yang efektif, ada tantangan yang 

harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan mengenai 

pembagian warisan itu sendiri. Fatahullah mencatat bahwa perubahan sikap masyarakat 
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terhadap pembagian warisan dapat mempengaruhi tatanan sosial yang ada, dan sering kali 

menyebabkan sengketa (Fatahullah, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami 

konteks sosial dan budaya di Gampong Lam Bheu, serta bagaimana nilai-nilai tersebut 

berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

Dalam konteks hukum waris Islam, terdapat ketentuan yang jelas mengenai hak dan 

kewajiban para ahli waris. Misalnya, Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan dengan 

proporsi tertentu, yang harus diikuti oleh semua ahli waris. Namun, dalam praktiknya, sering 

kali terjadi penyimpangan dari ketentuan ini, yang dapat menyebabkan sengketa. Adli 

menekankan bahwa penting untuk membuka kembali jalur hukum yang ada, sehingga para 

pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan jika mediasi tidak 

berhasil (Adli, 2020). 

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum adat dalam penyelesaian 

sengketa waris. Kaban mencatat bahwa dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa 

waris sering kali melibatkan hukum adat dan hukum nasional, dan hal ini juga berlaku di 

Gampong Lam Bheu (Kaban, 2016). Oleh karena itu, pendekatan yang holistik yang 

menggabungkan hukum Islam, hukum adat, dan prinsip-prinsip keadilan sosial sangat 

diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. 

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu juga harus mempertimbangkan 

faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses tersebut. Misalnya, perubahan 

sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat mempengaruhi cara pandang 

masyarakat terhadap pembagian warisan. Wahyunadi dan Azahari menunjukkan bahwa 

perubahan sosial dapat berdampak signifikan pada pembagian harta warisan dalam 

perspektif hukum Islam (Wahyunadi & Azahari, 2015). Oleh karena itu, penting untuk 

melakukan kajian yang mendalam mengenai dinamika sosial yang ada di masyarakat. 

Dalam konteks ini, penggunaan teknologi juga dapat menjadi alat yang berguna dalam 

penyelesaian sengketa waris. Misalnya, aplikasi yang dirancang untuk membantu 

perhitungan dan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dapat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh 

Amaldi menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini dapat membantu mengurangi perselisihan 

dalam pembagian warisan (Amaldi, 2024). Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat 

dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami proses hukum yang berlaku. 
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Selanjutnya, penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam 

proses penyelesaian sengketa waris. Hal ini termasuk para ahli waris, mediator, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Melibatkan semua pihak dalam proses mediasi dapat 

membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan transparan, sehingga semua pihak 

merasa didengar dan dihargai. Penelitian oleh Pratama menunjukkan bahwa partisipasi aktif 

dari semua pihak dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa (Pratama, 2023). 

Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum waris Islam juga sangat 

penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan 

kewajiban mereka sebagai ahli waris, serta proses hukum yang berlaku. Dengan 

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris, diharapkan dapat 

mengurangi sengketa yang terjadi di masa depan. Penelitian oleh Setiawan et al. 

menunjukkan bahwa pendidikan mengenai hukum waris dapat membantu masyarakat 

dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (Setiawan et al., 2012). 

Di samping itu, perlu juga ada upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang 

berfungsi dalam penyelesaian sengketa waris. Lembaga seperti Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) dapat 

berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Rafika 

mencatat bahwa lembaga-lembaga ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efisien 

bagi masyarakat (Rafika, 2022). Dengan memperkuat lembaga-lembaga ini, diharapkan 

proses penyelesaian sengketa waris dapat berjalan dengan lebih baik. 

Pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam penyelesaian sengketa waris juga 

ditekankan oleh Nursyamsudin, yang menunjukkan bahwa pembagian harta waris harus 

dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk hak-hak para ahli waris dan 

ketentuan hukum yang berlaku (Nursyamsudin, 2018). Dengan pendekatan yang holistik, 

diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang 

terlibat. 

Jadi, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu memerlukan pendekatan 

yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Mediasi dapat menjadi solusi 

yang efektif, tetapi harus didukung oleh pemahaman yang baik mengenai hukum waris 

Islam dan hukum adat. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban 

para ahli waris, serta penguatan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, sangat penting 
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untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang adil dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan sengketa waris dapat diselesaikan dengan cara 

yang lebih harmonis dan menguntungkan semua pihak. 

B. Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Positif di Gampong Lam Bheu 

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar 

Penyelesaian sengketa waris dalam perspektif hukum positif di Gampong Lam Bheu 

mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

merupakan panduan dalam pengadilan agama. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara 

musyawarah, pihak-pihak yang bersengketa biasanya membawa kasus ini ke Pengadilan 

Agama. Proses hukum ini melibatkan pembuktian dokumen resmi, seperti akta kelahiran, 

surat keterangan ahli waris, dan dokumen lainnya yang mendukung klaim para pihak. 

Pengadilan bertugas memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesuai hukum 

positif yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keadilan dan ketentuan syariat. 

Meskipun proses ini legal dan formal, beberapa masyarakat merasa terbebani oleh biaya 

dan waktu yang dibutuhkan, sehingga mereka lebih memilih penyelesaian secara adat atau 

fiqh terlebih dahulu. 

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, 

Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek 

hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami 

bagaimana masyarakat setempat mengelola dan menyelesaikan konflik yang muncul dari 

pembagian harta warisan. Sengketa waris sering kali timbul akibat perbedaan pemahaman 

antara ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pengaruh budaya dan adat 

yang kuat dalam masyarakat Aceh. 

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa waris 

adalah melalui musyawarah. Musyawarah merupakan metode yang diutamakan dalam 

masyarakat Aceh, di mana semua pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan untuk 

berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan temuan Fatahullah 

yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui metode 

litigasi dan non-litigasi, dengan musyawarah sebagai salah satu bentuk non-litigasi yang 

efektif (Fatahullah, 2023). Dalam konteks ini, akta perdamaian yang disusun oleh notaris 

juga berperan penting, karena dapat menjadi kesepakatan formal yang mengikat antara 
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para ahli waris (Puspita, 2022). 

Namun, meskipun musyawarah sering kali menjadi pilihan, tidak jarang konflik waris 

berlanjut ke jalur litigasi. Tarmizi mencatat bahwa konflik kewarisan sering kali disebabkan 

oleh keserakahan, kesalahpahaman, dan dominasi dari ahli waris tertua (Tarmizi, 2024). 

Dalam hal ini, hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan, di mana hakim akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua 

belah pihak. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyelesaikan sengketa 

secara damai, terkadang jalan hukum formal menjadi pilihan terakhir. 

Dalam Gampong Lam Bheu, pengaruh hukum adat sangat kuat. Masyarakat setempat 

sering kali menggabungkan hukum Islam dan hukum adat dalam proses pembagian warisan. 

Syaikhu mengemukakan bahwa masyarakat di Palangka Raya, yang memiliki karakteristik 

serupa, mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris, yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam (Syaikhu, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ada 

kesepakatan umum di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia mengenai pentingnya 

musyawarah dalam menyelesaikan sengketa waris, meskipun ada perbedaan dalam 

penerapan hukum. 

Pentingnya pemahaman hukum waris dalam masyarakat juga tidak dapat diabaikan. 

Ismiradi menekankan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan 

musyawarah, dan setiap ahli waris harus mengetahui bagian yang akan diterimanya 

(Ismiradi, 2024). Namun, sering kali terdapat ketidakpahaman di kalangan masyarakat 

mengenai hukum waris yang berlaku, yang dapat menyebabkan sengketa. Penelitian oleh 

Hidayat et al. menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak memahami pembagian harta 

waris menurut hukum Islam, sehingga mereka cenderung membagi harta secara merata 

tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada (Hidayat et al., 2018). 

Dalam konteks hukum positif, Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris yang 

berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris BW (Burgerlijk Wetboek), dan hukum waris 

Islam. Aminah mencatat bahwa pluralisme hukum ini memungkinkan masyarakat untuk 

memilih sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Aminah, 2021). Namun, 

keberadaan berbagai sistem hukum ini juga dapat menyebabkan kebingungan dan 

ketidakpastian, terutama ketika ahli waris memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal 

pemahaman hukum. 
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Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris adalah adanya 

perbedaan agama di antara ahli waris. Susilo et al. mengemukakan bahwa dalam kasus di 

mana ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris, hukum Islam memberikan 

ruang bagi penyelesaian melalui hibah dan wasiat (Susilo et al., 2021). Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun ada perbedaan dalam keyakinan, hukum Islam tetap berusaha untuk 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Sistem kewarisan yang berlaku di Gampong Lam Bheu juga dipengaruhi oleh norma-

norma sosial dan budaya yang ada. Krisnawati mencatat bahwa perbedaan pendapat 

mengenai kesetaraan dan keadilan sering kali menyebabkan konflik di antara ahli waris 

(Ahmadin, 2019). Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan 

hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam 

konteks hukum waris. 

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu dapat 

melibatkan berbagai pihak, termasuk notaris, pengacara, dan tokoh masyarakat. Peran 

notaris sangat penting dalam menyusun akta perdamaian dan memastikan bahwa semua 

pihak memahami isi kesepakatan yang dicapai (Puspita, 2022). Selain itu, tokoh masyarakat 

juga dapat berperan sebagai mediator dalam proses musyawarah, membantu para ahli 

waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. 

Dalam kesimpulannya, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, 

Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan proses yang melibatkan 

berbagai aspek hukum, budaya, dan sosial. Masyarakat setempat cenderung 

mengedepankan musyawarah sebagai metode penyelesaian, meskipun jalur litigasi juga 

tersedia. Pentingnya pemahaman hukum waris dan peran notaris serta tokoh masyarakat 

dalam proses ini tidak dapat diabaikan. Dengan meningkatkan pemahaman hukum dan 

memperkuat peran mediator, diharapkan sengketa waris dapat diselesaikan dengan lebih 

efektif dan adil. 

C. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Fiqh dan Hukum Positif di 

Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar 

Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi masyarakat dalam 

menyelesaikan sengketa waris, baik dari perspektif fiqh maupun hukum positif. Kendala 

utama dari perspektif fiqh adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum 
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faraidh, yang sering kali menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan di antara ahli 

waris. Selain itu, peran tokoh agama yang tidak konsisten dalam memberikan solusi berbasis 

fiqh juga menjadi tantangan, terutama jika terdapat tekanan dari pihak tertentu untuk 

mengakomodasi kepentingan pribadi. 

Dari perspektif hukum positif, kendala yang sering ditemui adalah proses pengadilan 

yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Sebagian masyarakat juga merasa kurang percaya terhadap sistem hukum formal karena 

adanya anggapan bahwa pengadilan tidak sepenuhnya memahami konteks sosial dan adat 

lokal. Kurangnya dokumen resmi yang dibutuhkan dalam proses pengadilan, seperti akta 

tanah atau surat waris, juga menjadi hambatan signifikan yang menghambat penyelesaian 

sengketa secara formal. Jadi, kendala-kendala ini menunjukkan perlunya pendekatan 

terpadu yang menggabungkan nilai-nilai fiqh, adat, dan hukum positif, sehingga 

penyelesaian sengketa waris dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. 

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, 

Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks yang melibatkan interaksi antara 

hukum Islam, hukum positif, dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Dalam 

konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketiga sistem hukum ini berfungsi dan 

saling berinteraksi dalam menyelesaikan sengketa waris yang sering kali muncul akibat 

ketidakpahaman atau perbedaan interpretasi mengenai hak-hak waris. 

Hukum waris Islam memberikan kerangka dasar yang jelas mengenai pembagian harta 

warisan. Menurut Taqiyuddin, hukum waris dalam Islam mengatur hak kepemilikan harta 

sebagai amanat yang harus dipenuhi oleh setiap individu (Taqiyuddin, 2020). Dalam 

praktiknya, hukum ini sering kali dihadapkan dengan hukum adat yang juga memiliki 

pengaturan tersendiri mengenai warisan. Kaban menegaskan bahwa dalam masyarakat adat 

Karo, misalnya, tanah sebagai objek waris memiliki nilai yang lebih tinggi dan sering kali 

menjadi sumber sengketa (Kaban, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan 

tradisi lokal sangat mempengaruhi cara masyarakat menyelesaikan sengketa waris. 

Kendala utama dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu dapat 

dilihat dari dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam, meskipun 

memiliki panduan yang jelas, sering kali tidak diikuti secara konsisten oleh masyarakat. Hal 
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ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dan bagaimana 

penerapannya dalam konteks lokal. Sebagai contoh, Adli mencatat bahwa dalam beberapa 

kasus, masyarakat lebih memilih jalur hukum adat daripada hukum positif atau pengadilan, 

karena mereka merasa lebih akrab dan nyaman dengan proses tersebut (Adli, 2020). Ini 

menunjukkan adanya tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka di 

bawah hukum Islam. 

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan hukum bagi penyelesaian 

sengketa waris. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Suryanto, pelaksanaan hukum 

positif sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan 

aparat hukum dan masyarakat (Suryanto, 2024). Hal ini menciptakan kesenjangan antara 

apa yang diatur oleh hukum dan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, penting untuk 

meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka dapat memahami dan 

memanfaatkan hak-hak mereka secara efektif. 

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa juga menjadi pilihan yang semakin 

populer. Septiani dan Edith menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang 

efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, termasuk sengketa waris, dengan mencapai 

kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa (Septiani & Edith, 2022). Namun, mereka 

juga mencatat adanya kendala dalam pelaksanaan mediasi, seperti ketidakcocokan antara 

harapan pihak-pihak yang terlibat dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penting untuk 

melibatkan mediator yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan adat 

untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan lancar. 

Dalam konteks Gampong Lam Bheu, pendekatan yang menggabungkan hukum Islam, 

hukum positif, dan hukum adat mungkin menjadi solusi yang lebih efektif. Hidayat et al. 

menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum Islam dan hukum adat dalam 

penyelesaian sengketa waris, agar masyarakat dapat memilih sistem hukum yang paling 

sesuai dengan situasi mereka (Hidayat et al., 2018). Ini juga mencakup pengakuan formal 

terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang dapat membantu 

mengurangi konflik dan kebingungan di antara masyarakat. 

Lebih lanjut, penting untuk memperhatikan peran notaris dalam penyelesaian 

sengketa waris. Puspita menyoroti bahwa notaris dapat membantu dalam menyusun 
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perjanjian dan akta pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

sehingga mengurangi potensi sengketa di masa depan (Puspita, 2022). Dengan demikian, 

peran notaris dalam proses ini tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai mediator 

yang dapat membantu menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. 

Kendala lain yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu 

adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang berlaku. 

Djanuardi et al. menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara 

dan prosedur penyelesaian sengketa hukum Islam, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan 

dalam pembagian warisan (Djanuardi et al., 2021). Oleh karena itu, penyuluhan hukum dan 

pendidikan masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka 

tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks waris. 

Dalam menghadapi sengketa waris, masyarakat juga harus menyadari pentingnya 

musyawarah sebagai metode penyelesaian. Hirdayadi dan Ansar menjelaskan bahwa dalam 

masyarakat Aceh, musyawarah merupakan bagian integral dari proses pembagian warisan, 

di mana semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi dan mencapai kesepakatan yang adil 

(Hirdayadi & Ansar, 2018). Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal, tetapi 

juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. 

Tantangan dalam penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu mencerminkan 

kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang ada. Aminah mencatat 

bahwa pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup hukum waris adat, hukum waris BW, 

dan hukum waris Islam, menciptakan kerumitan yang harus dihadapi oleh masyarakat 

(Aminah, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat 

hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih 

harmonis dan efektif. 

Jadi, penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, 

Kabupaten Aceh Besar, merupakan isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan 

multidimensional. Dengan memahami interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan 

hukum adat, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak 

mereka, diharapkan sengketa waris dapat diselesaikan dengan lebih adil dan efektif. Upaya 

untuk meningkatkan pendidikan hukum dan melibatkan mediator yang kompeten juga akan 

sangat membantu dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk masalah ini. 
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KESIMPULAN 

Penyelesaian sengketa waris di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah 

Kabupaten Aceh Besar melalui perspektif fiqh mengutamakan pendekatan musyawarah 

dengan panduan hukum Islam (faraidh). Peran tokoh agama sangat sentral dalam 

memberikan solusi berbasis syariat. Namun, praktiknya sering kali dipengaruhi oleh faktor 

adat yang berupaya menjaga harmoni keluarga, meskipun tidak selalu selaras dengan 

ketentuan faraidh. Dari perspektif hukum positif, masyarakat cenderung merujuk pada 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pengadilan agama jika musyawarah tidak membuahkan 

hasil. Proses hukum formal ini menjamin keabsahan dan keadilan secara legal, tetapi sering 

kali dianggap rumit, memakan biaya, dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga 

masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa secara informal terlebih dahulu. 

Kendala utama dari perspektif fiqh meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

hukum faraidh dan inkonsistensi peran tokoh agama. Sementara itu, dari perspektif hukum 

positif, kendalanya terletak pada kompleksitas proses pengadilan, biaya yang tinggi, waktu 

yang lama, dan keterbatasan dokumen resmi yang diperlukan. Selain itu, ketidakpercayaan 

sebagian masyarakat terhadap sistem hukum formal juga memperburuk situasi. 
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